




A. Latar Belakang 
Pemerintah daerah merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk 
mengatur sekaligus menjalankan roda pemerintahan di daerah, pembangunan 
daerah, dan memeberikan pelayanan kepada msyarakat. Suatu daerah dapat 
dikatakan maju dan berkembang apabila dapat menjalankan roda pemerintahan dan 
memberikan pelayanan yang baik dan benar. Pelayanan tersebut dapat dalam 
bentuk: di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan, bidang hukum, 
dan masih banyak lainnya. 
Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan 
politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku 
masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya 
transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam 
pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih 
berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. 
Oleh karena itulah sebagai konsekuensinya dikeluarkan Ketetapan MPR yaitu Tap 
MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggarann Otonomi Daerah, 
Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan 





Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 
dan sekarang diganti menjadi UU No.23 tahun 2014 yang direvisi menjadi UU No. 
9 tahun 2015 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004. 
Diberlakukannya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, maka terjadi 
perkembangan yang sangat signifikan dalam tata kelola kepemerintahan di 
Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari system sentralisasi menjadi 
sistem anggaran desentralisasi, dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem 
anggaran berbasis kinerja, dari system akutabilitas vertikal menjadi sitem anggaran 
horizontal, dari system akutansi single entry dan cach basis menjadi sitem akutansi 
double entry dan accrual basis. 
Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk 
memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 
ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum 
memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, 
karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang 
berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan 





dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam 
menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah 
satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. 
Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten 
Mandailing Natal antara lain: Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi 
dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat 
baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah maupun dari sudut anggaran 
pemerintah daerah. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-
sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. 
Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan 
menggali sumber sumber pendapatan yang ada. In efisiensi pemerintah daerah 
dalam melakukan belanja daerah. 
Memang banyak kota-kota di seluruh indonesia masih belum bisa mandiri 
dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru 
berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang bisa 
menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. 
Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat 





Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian daerah Kabupaten 
Mandailing Natal adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan 
pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Mandailing Natal dalam 
bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 
2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk 
memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama 
satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi 
sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara 
sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan 
sudah bersifat general purposive, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana 
mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua 
pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua 
pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk 
menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan 
memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi 
keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan 






Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan 
keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu 
ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan 
yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) dilakukan dengan cara mengitung kinerja keuangan daerah dan 
kemampuan keuangan daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja 
keuangan daerah, diantaranya adalah dengan menghitung rasio kemandirian, rasio 
derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian 
belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan untuk menghitung 
kemampuan keuangan daerah, yaitu dengan cara menghitung Share dan Growth, 
peta kemampuan keuangan daerah, dan indeks kemampuan keuangan, anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan 
dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu 
daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat 
diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu 
alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai pengambil 
andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah. Dengan berdasarkan pada 





Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan mengambil judul “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah 
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013-2017.” 
B. Pembatasan Masalah 
Mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan 
pembatasan masalah untuk menghindari berbagai keslahan presepsi yang berkaitan 
dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada “ Analisis Kinerja 
Keuangan Daerah yang dilihat dari aspek Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi 
Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian 
Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 
Kabupaten Mandailing Natal (BPKAD)  pada tahun 2012 sampai dengan 2016.  
Hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini selanjutnya digunakan 
untuk tolak ukur dalam: menilai Kinerja Keuangan Daerah jika dilihat dari Rasio 
Efektivitas PAD, menilai Kinerja Keuangan Daerah jika dilihat dari Rasio Efisiensi 
Keuangan Daerah, menilai Kinerja Keuangan Daerah jika dilihat dari Rasio 
Keserasian, menilai Kinerja Keuangan Daerah jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan, 
serta menilai Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan 
digunakannya analisis keuangan tersebut, maka akan memberikan suatu hasil 





akan mengambarkan kondisi kinerja keuangan daerah di BPKAD Kabupaten 
Mandailing Natal. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang masalah diatas maka penulis 
menyampaikan pertanyaan : 
Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Mandailing Natal Berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Keuangan Daerah 
Kabupaten Mandailing Natal Selama Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2016 ?  
D. Tujuan Penelitian 
Dari berbagai rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk : 
Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing 
Natal berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat 
Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian 
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal 








E. Kegunaan Penelitian 
Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah 
Kabupaten Mandiling Natal dengan menerapkan Rasio Efektivitas PAD, Rasio 
Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan serta Rasio 
Kemandirian Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan secara Teoritis 
Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagi Peneliti 
Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara 
luas tentang kesuaian antara teori dan praktek. 
b. Bagi Instansi 
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan mampu 
memperluas ilmu pengetahuan khususnya dibidang pemerintahan mengenai 
Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten 
Mandailing Natal. 
c. Bagi Pihak Lainnya 
Untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan Administrasi Publik 
khususnya Administrasi Keuangan Sektor Publik. Lebih jauh, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Kinerja Keuangan Daerah 





2. Kegunaan secara Praktis 
Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagi Peneliti 
Untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan menambah wawasan 
khususnya yang berkaitan dengan Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja 
Keuangan Daerah. 
b. Bagi Instansi  
Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten 
Mandailing Natal dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam melihat 
sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Mandailing 
Natal. 
c. Bagi Pihak Lainnya 
 Sebagai bahan informasi untuk menambah wacana bagi pihak – 
pihak lain guna penelitian lebih lanjut, khusus nya dengan judul atau 
materi yang sama. 
F.  Kerangka Pemikiran 
Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa, kerangka 
berpikir yang baik, memuat hal-hal sebagai berikut : 





2. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukan dan menjelaskan 
pertautan/hubungan antara variabel yang diteliti dan teori yang mendasari. 
3. Diskusi juga harus dapat menunjukan dan menjelaskan apakah hubungan antara 
variabel itu positif atau negative, berbentuk simetris, kausal atau interaktif 
(timbal balik). 
Kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram 
(paradigma penelitian), sehingga pihak lain dapat memahami kerangka pikir yang 
Untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya 
landasan teori. Teori dapat menjadi acuan dalam menyusun kerangka pemikiran dan 
rancangan teori. 
Menurut Abdul Halim ( 2008:203) mengatakan sebagai berikut : 
“Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indicator 
keuangan (208:85). Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai 
kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga memperoleh posisi 
keuangan yang mewakili realitas, entitas, dan potensi- potensi kinerja yang akan 
beranjut. Salah satu untuk menganalisi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 







Untuk mengukur kinerja keuangan daerah digunakan beberapa  rasio kinerja 
keuangan daerah antara lain ( Abdul Halim 2008) 
1. Rasio drajat disentralisasi fiscal 
2. Rasio kemandirian keuangan daerah 
3. Rasio efektifitas PAD 
4. Rasio efesiensi keuangan daerah 
5. Rasio keserasian 
Dari penjelasaan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam 
mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan 
daerah dengan beberapa rasio kinerja keuangan daerah antara lain; rasio derajat fiscal, 
rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio 
efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian. Hasil dari perhitungan rasio keuangan 
dalam menugukur kinerja keuangan daerah diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur 
untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak 
dalam upaya perkembangan suatu daerah dengan berdasarkan pada ringkasan 







Adapun bentuk kerangka pemikiran penelitiannya disajikan dalam bentuk 


















1. Rasio Drajat Desentralisasi Fiscal 
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
3. Rasio Efektifitas PAD 
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 
5. Rasio Keserasian 
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